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Pertor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat

Internal Universitas yang dikelola Fakultas:

• DPP/SPP

• GB

• LK

• NLK



JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 7 

Kategori penelitian dalam program hibah penelitian dapat berupa:

a. penelitian berbasis aktivitas (activity-based research); dan

b. penelitian berbasis keluaran (output-based research).



BAGAIMANA MEKANISME 
PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN & 

PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN 
2023?

Pertor 7/2023 terdapat penelitian berbasis keluaran,

namun
DALAM PERTANGGUNGJAWAAN 

KEUANGAN MASIH MENGGUNAKAN LPJ



PENJELASAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN 
KEGIATAN PENELITIAN TAHUN 

2017

(HASIL RAPAT  EVALUASI SBK)









PERLU MENJADI PERHATIAN

1. Meskipun pembayaran dalam sistem paket, bukan berarti tidak ada
pertanggungjawaban sama sekali. Harus dapat
dibuktikan akuntabilitas bahwa mulai saat penentuan paket s.d. output
dihasilkan sudah sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku

2. Penggunaan sistem paket mengandung konsekuensi bahwa jika output tidak
terpenuhi maka seluruh biaya yang dikeluarkan dapat dianggap sebagai T O T 
A L L O S S

3. Kesesuaian Pedoman Penelitian: Laporan, Luaran, Dosen Tugas Belajar



Ketentuan Umum LPJ

1. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana
Anggaran Biaya Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat 
yang termuat dalam proposal.

2. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan
pencairan/termin yang diterima sesuai Sub Kontrak.

3. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya
harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Bukti dibuat sesuai kebijakan di Fakultas (umumnya 3), khusus 
yang terkait stempel, maka seluruh rangkap adalah stempel 
basah.

5. Bukti diurutkan sesuai RAB atau dikelompokkan per aktivitas
(bila sifatnya sub-sub kegiatan).



Biaya (Belanja) yang umum 

1.Biaya Gaji/upah/honorarium

2.Biaya Bahan habis pakai

3.Biaya Perjalanan Dinas

4.Biaya Operasional lainnya
(sewa, penggandaan, konsumsi,
administrasi, dan lain-lain).









Penting Terkait Honorarium

PERHATIKAN MASALAH BESARAN 
HONORARIUM

TIDAK BOLEH MELEBIHI 
SBM, dan BILA BELUM 

DIANGGARKAN maka bisa masuk

REMUNERASI sesuai RUBRIK di 
UB. 



• Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

• Poin 9 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan



• Poin 3 Fungsi Estimasi Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam 
Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)



“Janganlah menjadikan
SPJ/Bukti sebagai beban, 

jadikanlah mekanisme SPJ/Bukti
sebagai alat untuk melindungi

diri dari tuntutan di kelak
kemudian hari”


